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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji Tuhan atas kuasa dan kehendakNya maka Buku Ajar 

Pengantar Hukum Indonesia ini dapat kami selesaikan untuk menjadi 

bahan acuan bagi mahasiswa di Fakultas Hukum. Buku ajar adalah buku 

pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar 

bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara 

resmi dan disebarluaskan. Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat 

membantu mahasiswa fakultas hukum dalam proses belajar mengajar, 

khususnya sebagai pengantar Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia 

(PHI). 

Pengantar Hukum Indonesia sebagai materi dasar bagi mahasiswa 

Fakultas Hukum untuk mengetahui dan memahami hukum yang ada di 

Indonesia. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara 

menyeluruh dan komprehensif atas pokok hukum di Indonesia. 

Tiada gading yang retak, tidak ada sesuatu yang sempurna dalam 

sebuah penulisan termasuk buju ajar ini. Untuk itu kritik dan saran 

sangat dibutuhkan dalam mempertajam buku ini. Semoga buku ajar ini 

memberi manfaat dan nilai lebih bagi pemula yang ingin belajar Hukum 

Indonesia. 

 

Samarinda,  24 September 2017 

 

                                                                         Tim Penyusun 
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BAB I 
 
 

 

PENDAHULUAN 
 

 

 

Tujuan Instruksional Khusus 

Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian Pe-

ngantar Hukum Indonesia, pengertian hukum, pengertian tata hukum 

Indonesia, sejarah tata hukum di Indonesia dan Pembinaan hukum 

nasional. 

 

“ Hukum Untuk Manusia Bukan Manusia Untuk Hukum” 

Hukum Progresif – Satjipto Rahardjo 

 

A. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia 

ehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri dan 

membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuh-

annya. Aristoteles mengartikan manusia adalah mahluk sosial atau se-

ring disebut dengan istilah Zoon Politicon. Aristoteles menerangkan bah-

wa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi 

satu sama lain, contohnya manusia memerlukan pendidikan, bekerja, 

berbelanja barang kebutuhan sehari-hari dan lainnya, semua itu tidak 

dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya. 

Tujuan dari pada manusia hidup bermasyarakat dan berinteraksi 

satu sama lain adalah untuk memenuhi kepentingannya baik secara per-

orangan maupun kelompok. Atas dorongan hal tersebut maka manusia 

yang memiliki kepentingan yang sama akan membentuk sebuah kelom-

pok yang kemudian dinamakan sebagai sebuah masyarakat. 

Agar setiap kepentingan perorangan didalam masyarakat tersebut 

dapat terlepas dari berbagai macam konflik atau bentrokan antara sesa-

manya maka manusia didalam masyarakat memerlukan perlindungan 

kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya 

pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia 

K 
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